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(Q.S. Al-Anfal: 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara republik yang menganut sistem pemerintahan secara 

demokratis. Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat 

memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk membangun daerahnya. 

Kewenangan ini merupakan otonomi daerah dengan menjalankan fungsinya oleh karena itu 

pemerintah, kabupaten, kecamatan bahkan desa mempunyai tanggung jawab untuk 

mengatur serta mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang ada dan dukungan dari 

pemerintahan pusat. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai yang ujung 

tombak pembangunan dan sumber dana yang memadai supaya bisa mengelola potensinya. 

Selain itu desa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ekonominya masing-

masing. 

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah 

ada dan tumbuh berkembang seiring dengan adanya sejarah kehidupan masyarakat 

Indonesia dan telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari berbangsa di Indonesia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa adalah hukum yang 

mempunyai batas wilayah yang berkewenangan mengatur bahkan mengurus pemerintahan 
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dan juga kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan 

hak tradisional yang telah diakui dan dihormati di dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Pada masa pemerintahan presiden Jokowi Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla 

mempunyai sembilan agenda yang diprioritaskan, agenda itu merupakan Nawacita ialah 

program ketiga pembangunan desa yaitu membangun Indonesia mulai dari pinggiran 

dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka program kesatuan. Dengan adanya 

program tersebut maksud tujuan pembangunan pada kawasan desa merupakan mewujudkan 

kemandirian masyarakat dan menciptakan desa mandiri serta berkelanjutan untuk 

melaksanakan program pembangunan desa. 

Desa diperlukan adanya peraturan untuk memperkuat posisi desa dalam kerangka 

NKRI dan memperjelas peran dan fungsi desa khususnya yaitu dalam hal mengelola desa, 

menjalankan pemerintah desa dan memberikan sebuah pelayanan bagi masyarakat. 

Peraturan desa tersebut diperlukan karena untuk sebagai berikut: 

1. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa. 

2. Memberikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. 

3. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa. 

4. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa. 

5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi desa di penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan yang ada. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk 
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mengalokasikan dana desa. Dana desa diberikan setiap tahun dalam APBN lalu di transfer 

melalui APBD yang akan diberikan pada desa sebagai sumber pendapatan desa tersebut 

yang diprioritaskan untuk desa melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. 

Dana desa merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa maka dari itu 

dikelola dengan baik, tertib dan bertanggung jawab. Untuk mengelola dana desa maka 

harus dengan aspek pemerintahan (Good Governance) dalam urusan publik. 

Terselenggaranya Good Governance  merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan 

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan cita-cita bernegara. 

Kesejahteraan masyarakat tidak terwujud apabila tidak akuntabilitas dalam kinerja. 

Akuntabilitas merupakan bentuk kewenangan penyelenggaraan kegiatan publik agar bisa 

dipertanggung jawabkan kinerjanya. Hal ini karena pengelolaan keuangan yang baik 

membuat aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara 

finansial. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu 

kontrol jika terjadi penyimpangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa ialah “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan”. 



4 
 

 
 

Mardiasmo (2002:27) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban 

pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)  yang memiliki hak dan kewenangan 

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.  

 

Pada Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mempunyai desa 

terbanyak kedua dari Kabupaten Lahat. Pada di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat 14 

desa dan juga terdapat 11 Kelurahan, dan berikut ini merupakan desa-desa di Kabupaten 

Ogan Komering Ilir 

Tabel 1.1 Desa dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kayuagung 

No Desa Jumlah Penduduk 

1 Kijang ulu 3.032 

2 Muara baru 1.797 

3 Tanjung lubuk 1.310 

4 Arisan buntal 2.046 

5 Celikah 4.788 

6 Banding anyar 904 

7 Bulu cawang 1.647 

8 Lubuk dalam 983 

9 Anyar 1.087 

10 Tanjung menang 1.656 

11 Teloko 2.047 

12 Tanjung serang 4.122 

13 Serigeni baru 2.144 

14 Serigeni lama 7.812 

Sumber: Data laporan jumlah penduduk di Kecamatan Kabupaten OKI  

Pada tabel di 1.1 menunjukkan bahwa terdapat ada 14 Desa di Kecamatan 

Kayuagung kabupaten Ogan Komering Ilir. Desa Arisan Buntal merupakan Desa terbanyak 
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penduduk di urutan kelima di banding dengan Desa lainnya dengan berjumlah 2,046 

penduduk. Desa Arisan Buntal merupakan salah satu Desa yang merealisasikan 

pembangunan desa dengan baik dibanding dengan desa lainnya  di Kecamatan Kayuagung. 

Pembangunan desa dilakukan dengan menggunakan keuangan desa yang di dapat dari 

berbagai sumber yaitu seperti Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak, Alokasi Dana Desa, 

Pendapatan Asli Desa, Dan Piutang Dana Bagi Hasil Pajak. 

Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka menciptakan 

pembangunan yang merata di desa tersebut maka berdasarkan surat keputusan Bupati Ogan 

Komering Ilir Nomor: 121/KEP/B.PMD/2018 tanggal 22 Februari 2018 menyatakan 

pendapatan Desa Arisan Buntal sebesar Rp. 1.129.902.621,- dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Pendapatan Desa Arisan Buntal Tahun 2018 

No Sumber Pendapatan Jumlah 

1 Dana desa tahun 2018 Rp. 1.045.418.000 

2 Dana bagi hasil pajak, retribusi dan L3 2018 Rp.        8. 990.621 

3 alokasi dana desa perangkat desa tahun 2018 Rp.     143.700.000 

4 Alokasi dana desa stimulasi untuk kemasyarakatan Rp.     106.800.000 

5 Alokasi dana desa ops & pemb. Tahun 2018 Rp.     116.214.000 

6 Pendapatan asli desa tahun 2018 Rp.         2.500.000 

7 
Piutang dana bagi hasil pajak, retribusi dan L3 tahun 

2017 
Rp.      16. 071.000 

Total Rp. 1.129.902.621 

Sumber: Surat Keputusan Bupati OKI No 121/KEP/B.PMD/2018  

Pada tabel 1.1 menunjukan bahwa pendapatan Dana Desa (DD) pada tahun 2018 

sebesar Rp. 1.045.418.000. Pendapatan desa ini harus dikelola dengan baik, tertib dan 

dengan pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. 
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Peraturan kepala Desa Arisan Buntal Nomor 2 Tahun 2017 tentang rencana kerja      

pembangunan desa (RKP) tahun 2018, mengatakan bahwa keuangan desa merupakan hak 

dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang yang 

dapat dinilai berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. 

Tabel 1.3 Penggunaan Anggaran Dana Desa Arisan Buntal Tahun Anggaran 2018 

No Kegunaan Jumlah 

1 Pembangunan jalan rabat beton (P= 100m; L=1,5m; 

T= 0,15m) dusun 1 RT 1 
Rp. 38.152.000 

2 Pembangunan jalan rabat beton (P= 100m; L=1,5m; 

T= 0,15m) dusun 3 RT 8 
Rp.   37.652.000 

3 Pembangunan jalan rabat beton (P= 433m; L=1,5m; 

T= 0,15m) dusun 2 RT 5 
Rp. 153.037.000 

4 Pembangunan rehab jalan rabat beton (P=70m; 

L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 7 
Rp.   34.610.000 

5 Pembangunan jalan titian bertiang (P=5m; L=1,5m) 

dan (P=12m x L=1,5m) dusun 2 RT 5 
Rp.   25.159.000 

6 Pembangunan gedung Paud + tower tedmond (6 x 11 

m) dusun 2 RT 4 
Rp. 354.943.000 

7 Pembangunan WC atap cor beton (1,5m x 1,5m) 1 unit 

dusun 2 RT 6 
Rp.   28.506.000 

8 Pembangunan sumur beton + tower tedmond 

(kedalaman 60m) 1 unit dusun 3 RT 9 
Rp.   28.080.000 

9 Pembangunan sumur gali (5m) 1 unit dusun 1 RT 1 Rp.     8.843.000 

10 Kegiatan pengadaan BUMDes Rp. 309.791.000 

11 Intensif guru Paud Rp.   12.000.000 

12 Pelatihan BUMDes Rp.   14.645.000 

Sumber: Surat Keputusan Bupati OKI No 121/KEP/B.PMD/2018 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipasi 
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yang dilaksanakan dengan tertib dan juga disiplin. Adanya pelaporan pertanggungjawaban 

informasi Keuangan Desa akan semakin akuntabel dalam mengelola keuangan desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terbukanya informasi Keuangan Desa 

bisa diakses oleh masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat 

Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Pemerintahan Daerah diwajibkan mengelola dan melaksanakan program kegiatan yang 

telah ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku, dan 

dipertanggungjawabkan secara akuntabel, akuntabel dilakukan agar semakin efektif dalam 

pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa dan meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam 

mengelola Keuangan Desa. Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas terdiri dari 2 (dua) 

macam yaitu sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability), adalah petanggungjawaban 

atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. 

2. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability), adalah 

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Pasal 37 Tahun 

2014 mengatakan bahwa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi kepada 

bupati/walikota melalui camat. Terdapat juga berdasarkan Peraturan Pemerintahan Dalam 

Negeri Nomor 311 Pasal 40 Tahun 2014 mengatakan bahwa laporan realisasi dan laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan diinformasikan kepada masyarakat secara 

tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses masyarakat yaitu seperti melalui 

papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Berdasarkan Peraturan 
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Bupati Ogan Komering Ilir Nomor Pasal 8 di poin D 16 Tahun 2016 mengatakan bahwa 

Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Terdapat juga 

pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 80 Tahun 2020 di poin 6 (e) menyatakan 

bahwa pengembangan laporan keuangan dan aset desa terbuka untuk publik, sistem 

informasi yang berbasis masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Pasal 86 

Tahun 2014 mengatakan bahwa sistem informasi desa yang dimaksud yaitu tentang data 

desa, data pembangunan Desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan 

dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan desa. 

Pemerintahan Daerah di Desa Arisan Buntal dalam mengelola dan menggunakan 

keuangan Dana Desa telah mencapai target yaitu realisasi keuangan Dana Desa sebesar 

100% dalam mengelola dan menggunakan Dana Desa tersebut, tetapi masih terdapat 

kurangnya transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan 

mempertimbangkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan 

menyeluruh. Pertanggungjawaban yang dimaksud ialah pada pelaporan 

pertanggungjawaban realisasi untuk masyarakat. Hal ini mengakibatkan rendahnya 

pengetahuan masyarakat tentang program-program desa dan akan berdampak pada 

berkurangnya partisipasi masyarakat dan bekerja sama dalam proses kegiatan program 

tersebut.   

Selain kurangnya transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi untuk 

masyarakat, terdapat juga beberapa program pembangunan yang di implementasi tidak 
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sesuai pada anggaran yang telah direalisasikan dengan hasil akhir dari pembangunan di 

Desa tersebut.  

 

Tabel 1.4 Laporan Realisasi Capaian Output Dana Desa Arisan Buntal Tahun 

Anggaran 2018 

No Kegunaan Jumlah 
Capaian 

Output 

1 Pembangunan jalan rabat beton (P= 100 m; 

L=1,5m; T= 0,15m) dusun 1 RT 1 
Rp. 38.152.000 100 % 

2 Pembangunan jalan rabat beton (P= 100 m; 

L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 8 
Rp.   37.652.000 100 % 

3 Pembangunan jalan rabat beton (P= 433m; 

L=1,5m; T= 0,15m) dusun 2 RT 5 
Rp. 153.037.000 100 % 

4 Pembangunan rehab jalan rabat beton 

(P=70m; L=1,5m; T= 0,15m) dusun 3 RT 7 
Rp.   34.610.000 100 % 

5 Pembangunan jalan titian bertiang (P=5m; 

L=1,5m) dan (P=12m x L=1,5m) dusun 2 

RT 5 

Rp.   25.159.000 100 % 

6 Pembangunan gedung Paud + tower 

tedmond (6 x 11 m) dusun 2 RT 4 
Rp. 354.943.000 100 % 

7 Pembangunan WC atap cor beton (1,5m x 

1,5m) 1 unit dusun 2 RT 6 
Rp.   28.506.000 100 % 

8 Pembangunan sumur beton + tower tedmond 

(kedalaman 60m) 1 unit dusun 3 RT 9 
Rp.   28.080.000 100 % 

9 Pembangunan sumur gali (5m) 1 unit dusun 

1 RT 1 
Rp.     8.843.000 100 % 

10 Kegiatan pengadaan BUMDes Rp. 309.791.000 100 % 

11 Intensif guru Paud Rp.   12.000.000 100 % 

12 Pelatihan BUMDes Rp.   14.645.000 100 % 

Sumber: Data Pemerintahan Desa Arisan Buntal 2018 

Berdasarkan laporan realisasi capaian output dana desa di Desa Arisan Buntal 

Tahun 2018, maka terdapat kegunaan buat masyarakat dan desa tersebut serta jumlah dana 

yang terpakai. Realisasi anggaran keuangan Dana Desa di pemerintahan Desa Arisan 

Buntal telah mencapai target yaitu 100% dalam merealisasikan keuangan tersebut. Sesuai 
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dengan laporan di atas pada pembangunan jalan rabat beton di dusun 3 RT 7 dengan ukuran 

panjang 70 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 0,15 meter dengan dana yang terpakai sebesar 

Rp. 34.610.000. Pada pembangunan jalan rabat beton tersebut sudah terlaksana dengan baik 

tetapi dalam kondisinya belum sepenuhnya optimal di karenakan tinggi jalan rabat beton 

tidak merata, ada bagian jalan rabat beton yang memiliki tinggi kurang dari 0,15 meter, 

sehingga menyebabkan banjir dijalan tersebut jika hujan dan juga tidak terdapatnya aliran 

air jika ada ujan sehingga meyebabkan tidak adanya aliran air jika hujan. 

Pada pembangunan WC atap beton dengan ukuran 1,5x1,5 meter sebanyak 1 unit di 

dusun 2 RT 6 dengan menggunakan dana sebesar Rp. 28.506.000. Pembangunan WC 

beratap beton tersebut sudah terlaksana dengan baik tetapi dalam pemanfaatan 

pengguanaan WC tersebut belum optimal dikarenakan WC tersebut banyak digunakan 

secara pribadi yang searusnya berlaku untuk umum.  

Karena kesenjangan kurangnya transparansi pelaporan pertanggungjawaban 

realisasi untuk masyarakat dan terdapat juga tidak relevan implementasi keuangan desa 

dengan hasil fisik pada pelaksanaan di lapangan, oleh karena itu perlu meneliti tentang 

penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam penggunaan dana desa di pemerintahan 

Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka menetapkan perumusan 

masalah penelitian ini ialah, bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas finansial dalam 

penggunaan dana desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan Komering 

Ilir? 

 

C. Tujuan Penulisan  

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut 

maka tujuannya tersebut adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas finansial 

dalam penggunaan dana desa di pemerintahan Desa Arisan Buntal Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dapat memberikan sumbangan bagi ilmiah dan 

akademis administrasi publik mengenai prinsip akuntabilitas finansial dalam 

mengelolah dana Desa. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam menjelaskan 

mengenai dalam menggunakan dan mengelola dana desa dengan baik, sesuai 

dengan prinsip akuntablitas finansial. 
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